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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam 

menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan pada anak yakni 

terkait dengan pendampingan hanya pada saat proses persidangan 

namun setelah selesai maka pendampingan tidak lagi dilakukan. 

Dengan adanya kejadian tersebut korban merasa trauma sehingga 

enggan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Oleh Karena itu, peran 

dari unit PPA masih belum efektif dengan banyaknya kasus tindak 

pidana kekerasan seksual yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

2. Faktor yang menghambat peran unit pelayanan perempuan dan 

perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan seksual yang 

dilakukan pada anak yakni faktor Eksternal dimana tersangka yang 

tidak mau mengakui perbuatannya sehingga pihak yang berada di unit 

PPA harus mencari bukti yang kuat Karena memang pada saat 

kejadian tidak ada yang melihat perbuatan tersangka. Disamping itu 

tersangka yang melarikan diri dapat menghambat proses penyidikan 

Karena harus mencari dimana tempat tersangka bersembunyi. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Unit PPA sebaiknya lebih intensif melakukan sosialisasi sehingga 

tindak pidana kekerasan seksual dapat diminimalisir dan masa depan 

anak dapat terselamatkan dari pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab; 

2. Bagi korban sebaiknya lebih membuka diri dan mencoba untuk 

beradaptasi kembali dengan lingkungan sehingga trauma psikologis 

yang dialami akan semakin berkurang dibandingkan mengurung diri 

yang dapat menyebabkan frustasi berkepanjangan. 

3. Bagi masyarakat sebaiknya lebih sering mencari infromasi terkait 

dengan perbuatan yang dilarang ataupun tidak oleh Undang-undang. 

Sehingga apabila dikemudian hari mengalami kejadian terutama 

berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual maka masyarakat 

tidak enggan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Hal 

tersebut dapat membantu korban setidaknya tersangka dapat diberikan 

hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. 
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